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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak bumi 
dan bangunan Di kecamatan tambang kabupaten kampar 2012-2016 . Penelitian 
ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan 
metode dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah analisis deskriptif kualitaif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) 
Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan tambang kabupaten 
kampar  dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016  terus mengalami penurunan 
hal ini dibuktikan dari persentase kepatuhan wajib pajak yaitu pada tahun 2012-
2016, (2) Hambatan yang dialami dalam merealisasikan kepatuhan wajib pajak 
bumi dan bangunan di di Kecamatan tambang kabupaten kampar  adalah 
kurangnya pemahaman dan kesadaran wajib pajak, dan tingkat pendapatan wajib 
pajak. (3) Cara menanggulangi hambatan dalam merealisasikan kepatuhan wajib 
pajak bumi dan bangunan adalah dengan cara memberikan sosialisasi kepada 
wajib pajak, dan dengan memeriksa tarif pajak.  
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A. Latar Belakang 
Sebagai salah satu penerimaan bagi negara, pajak sangat diandalkan untuk 
pembiayaan pembangunan dan pengeluaran negara. Pajak dapat didefinisikan 
sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara 
bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.  
Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan 
peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan 
kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. 
Sesuai dengan Undang-Undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya 
merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut 
berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan 
pembangunan nasional. 
Jika bisa kita lihat bahwa, pajak adalah sumber penerimaan negara yang 
paling potensial. Penerimaan negara dimanfaatkan oleh pemerintah untuk 
membangun prasarana dan sarana kepentingan umum. Dengan kata lain, 
pendapatan negara dari sektor pajak merupakan “motor penggerak” kehidupan 
ekonomi masyarakat yang merupakan sarana nyata bagi pemetintah untuk mampu 
menyediakan berbagai sarana ekonomi yang ditunjukan untuk kesejahteraan 






melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat disuatu negara. Bagaimanapun pajak 
dipungut tanpa membebani masyarakat dan harus adil dalam pelaksanaannya dan 
pemungutannya. 
Salah satu bentuk pajak dalam negeri adalah Pajak Bumi dan Bangunan 
(PBB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dipunggut atas tanah 
dan bangunan karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang 
lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau 
memperoleh manfaat dari padanya. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak 
langsung, sehingga pemungutannya langsung kepada wajib pajak yaitu 
masyarakat, dan saat terutangnya pada awal tahun berikutnya. PBB merupakan 
pajak objektif, sehingga pajaknya berupa tanah atau bangunan. 
Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan saat ini berdasarkan 
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994, sebagai pengganti Undang-
undang yang lama yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan. Disamping Undang-undang tersebut, untuk mengatur 
pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, bahwa dalam rangka 
pelaksanaan ketentuan pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 
2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah. 
Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu pajak pusat yang 
wewenangnya akan dilimpahkan kepada daerah. Dengan diberlakukannya 
Undang-Undang No. 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 





diperhitungkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menambah sumber 
pendapatan asli daerah dan meningkatkan kemampuan daerah membiayai 
kebutuhan daerahnya sendiri. Dengan mengoptimalkan sektor penerimaan Pajak 
Bumi dan Bangunan ini diharapkan pemerintah daerah mampu berbuat banyak 
untuk kepentingan masyarakat dan menyukseskan pembangunan daerah. 
Pada awalnya PBB termasuk ke dalam pajak negara kemudian dialihkan 
wewenangnya kepada pemerintah daerah yang termasuk pajak daerah dipungut 
oleh Pemerintah Kabupaten Kampar cukup dapat diandalkan untuk meningkatkan 
penerimaan pendapatan daerah yang ada di Kabupaten Kampar sehingga dapat 
meningkatkan kehidupan masyarakat. Keberhasilan pemerintah nantinya dalam 
hal peningkatan penerimaan pajak ini berarti kita dapat membiayai segala 
kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan, tanpa tergantung dari bantuan 
luar negeri lagi. Patut kita ketahui tingkat ketergantungan negara kita dengan luar 
negeri sangat besar. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya hutang luar negeri 
yang membuat sumber penerimaan negara menjadi berkurang. 
Terhitung sejak 1 Januari 2014, pemerintah pusat menyerahkan 
pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan kepada pemerintah kabupaten dan kota. 
Dengan adanya pengalihan ini maka kegiatan pendataan, penilaian, penetapan, 
pengadministrasian, pemungutan atau penagihan dan pelayanan Pajak Bumi dan 
Bangunan akan diselenggarakan oleh kabupaten atau kota. Tujuan dari pengalihan 
ini adalah untuk memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan 
dengan memperluas basis pajak dan penetapan tarif pajak. Kewenangan tersebut 





dimana masing-masing kabupaten atau kota dapat menentukan tarif PBB sendiri 
dengan ketentuan paling tinggi sebesar 0,5%. Dengan pengalihan ini maka 
penerimaan PBB akan sepenuhnya masuk ke pemerintah kabupaten/kota sehingga 
diharapkan mampu meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
Pada saat Pajak Bumi dan Bangunan dikelola oleh pemerintah pusat, 
pemerintah kabupaten/kota hanya mendapatkan bagian sebesar 64,8%. Setelah 
pengalihan ini, semua pendapatan dari sektor PBB akan masuk ke dalam kas 
pemerintah daerah sehingga secara signifikan dapat meningkatkan PAD daerah 
tersebut. Oleh karena itu, perlu bagi pemerintah meningkatkan peranan PBB 
sebagai sumber penerimaan pemerintah daerah. Salah satu upayanya yaitu melalui 
peningkatan partisipasi wajib pajaknya. Karena keberhasilan penerimaan pajak 
merupakan cerminan partisipasi masyarakat itu sendiri.  
Berdasarkan teori Cohen dan Uphoff (Dwiningrum 2011:51) tentang 
partisipasi dalam pelaksanaan, masyarakat dituntut terlibat dan berpartisipasi 
dalam pelaksanaan pembayaran pajak pada setiap tahun nya. Namun pada saat 
sekarang ini masih cukup banyak masyarakat yang tidak sadar akan kewajibannya 
untuk membayar pajak, mereka tidak mau memenuhi kewajiban yang sekali 
setahun itu. Penduduk atau masyarakat harus sadar bahwa kewajiban membayar 
Pajak Bumi dan Bangunan bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk memperlancar 
roda pemerintahan yang mengurusi segala kepentingan rakyat atau penduduk itu 
sendiri dan untuk membangun sarana dan prasarana atau fasilitas umum di daerah 





Berikut ini merupakan target dan realisasi penerimaan PBB di Desa Rimbo 
Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yaitu:  
Tabel 1.1 
Target dan Realisasi Penerimaan PBB Di Desa Rimbo Panjang Kecamatan 








2015 57.470.407 6.496.446 11,3% 
2016 57.560.798 6.345.321 11,2% 
2017 57.338.751 6.614.156 11,5% 
Sumber : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar 2017 
  
Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sangat bergantung pada 
pengetahuan masyarakat mengenai perpajakan dan tingkat pendidikan. 
Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang wajib 
pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui 
upaya pengajaran dan pelatihan. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap 
peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang 
akan diterima bila melalaikan atau melupakan kewajiban perpajakan mereka, 
sedangkan orang yang tidak paham terhadap peraturan perpajakan maka akan 
cenderung tidak akan menjadi wajib pajak yang taat.  
Salah satu cara untuk mengoptimalkan penerimaan PBB dengan 
meningkatkan partispasi masyarakat dalam membayar pajak PBB. Partisipasi 
masyarakat dalam membayar pajak PBB dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: 
kondisi sistem administrasi pajak suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, 
penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak yang merupakan 





diri wajib pajak yaitu : tingkat pemahaman, pengalaman, penghasilan dan faktor 
kesadaran perpajakan. 
Selain itu upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 
membayar pajak PBB dengan memberikan pelayanan yang baik kepada wajib 
pajak. Pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak merupakan pelayanan publik 
yang lebih diarahkan sebagai suatu cara pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam 
rangka pelaksanaan peraturan perundang–undangan yang berlaku. Pelayanan pada 
wajib pajak bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak yang nantinya 
diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi 
kewajiban perpajakannya. Jika pelayanan terhadap wajib pajak baik maka akan 
berdampak kepada penerimaan pajak untuk tahun–tahun berikutnya. 
Sampai saat ini masih banyak masyarakat di Desa Rimbo Panjang yang 
menganggap bahwa penarikan pajak oleh pemerintah membebani masyarakat dan 
kekhawatiran akan penyalahgunaan uang pajak seringkali menjadi pemikiran 
masyarakat. Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang rendah akan cendrung 
untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan 
perpajakan yang berlaku. Diperlukan kesadaran yang berasal dari diri wajib pajak 
itu sendiri akan arti dan manfaat dari pemungutan pajak tersebut, masyarakat 
harus sadar bahwa kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan bukanlah 
untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan yang 
mengurusi segala kepentingan rakyat. Selain itu seharusnya Dinas Pendapatan 





masyarakat betapa pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap 
tahunnya. 
Masih banyak permasalahan dari kurangnya partisipasi masyarakat desa 
Rimbo Panjang Kecamatan Kampar dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan 
(PBB) diantara nya adalah besarnya jumlah PBB yang harus dibayar oleh 
masyarakat sementara masyarakat tidak merasa kalau jumlah PBBnya sesuai 
dengan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) dari Dinas Pendapatan Daerah 
sehingga menyebabkan masyarakat enggan atau tidak ingin untuk membayar 
Pajak Bumi dan Bangunan.  
 Tabel 1.2  
Jumlah Penduduk yang wajib membayar pajak dan yang telah membayar 
pajak Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar  






1. 2016 3184 946 682 
2. 2017 3238 1093 577 
3. 2018 3357 1264 495 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar 
 Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang 
membayar pajak semakin menurun. Pada tahun 2018 jumlah penduduk yang 
wajib pajak berjumlah 1264 orang, sedangkan yang membayar pajak hanya 495 
orang. 
Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan, maka peneliti mengambil 





Bangunan (PBB) Di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten 
Kampar”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian yang di kemukan pada latar belakang di atas, maka 
penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:  
1. Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan 
Bangunan (PBB) Di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Kampar Kabupaten 
Kampar. 
2. Apa saja Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam 
membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Rimba Panjang Kecamatan 
Tambang Kabupaten Kampar. 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam membayar 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Rimbo panjang Kecamatan 
Kampar Kabupaten Kampar.  
2. Apa saja Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam 
membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Rimba Panjang Kecamatan 
Tambang Kabupaten Kampar. 
D. Manfaat Penelitian 






1. Bagi penulis sendiri bertujuan untuk dapat mengembangkan pengetahuan 
dan wawasan dalam meningkatkan kemampuan berpikir; 
2. Sebagai acuan terhadap teori-teori yang sudah ada, dan dapat menjadi 
bahan pertimbangan bagi penelitian lanjutan; 
3. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi Dinas 
Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.  
E. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan hasil penelitian ini dibagi menjadi enam bab yang 
uraiannya sebagai berikut : 
BAB I : PENDAHULUAN  
Bab ini merupakan bab pertama dari penulisan ini, yang terdiri dari 
latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat 
penelitian serta sistematikan penulisan. 
BAB II : TELAAH PUSTAKA 
Dalam bab ini telaah pustaka berisikan tentang landasan teori yang 
menyangkut referensi-referensi dan buku-buku dengan 
permasalahan yanh akan dibahas oleh peneliti. 
BAB III : METODE PENELITIAN 
Dalam bab ini metode penelitian berisikan tentang lokasi dan 







BAB IV : GAMBARAN UMUM 
Pada bab ini penulis menjelaskan kondisi geografis Dinas 
Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar, Gambaran umum wilayah 
serta struktur organisasi dan uraian tugas. 
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini penulis akan membahas hasil dari penelitian tentang 
partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Banguan 
(PBB) di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten 
Kampar. 
BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 
Dalam bab ini membahas kesimpulan dari hasil penelitian serta 



















A. Tinjauan Tentang Partisipasi Masyarakat 
1. Pengertian Partisipasi Masyarakat 
Partisipasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu “participation” yang berarti 
pengambilan bagian atau pengikut sertaan. Menurut Pidarta (Dwiningrum 
2011:50), partisipasi adalah keterlibatan seseorang atau beberapa orang dalam 
suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik 
dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam 
segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan 
tanggung jawab atas segala keterlibatan. Adapun pengertian partisipasi 
masyarakat berdasarkan para ahli:  
Menurut Soemarto (2003:120) Partispasi adalah proses ketika warga 
sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran ikut 
serta mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan-
kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Partisipasi 
merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi 
kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan 
pada tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab terhadap 
kelompoknya. 
Menurut Bornby, 1974 (Theresia dkk, 2014:196) Partisipasi sebagai 






mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat. Menurut 
kamus sosiologi (Theresia dkk, 2014: 196) bahwa partisipasi merupakan 
keikutsertaan seseorang didalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari 
kegiatan masyarakat nya, diluar pekerjaan atau profesinya sendiri. 
Menurut Hunryar dan Hecman (Dwiningrum 2011:51) Partisipasi adalah 
sebagai keterlibatan mental dan emosiaonal individu dalam situasi kelompok yang 
mendorongnya memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi 
tanggung jawab bersama mereka. 
Menurut Davis dan Newstrom (1985:179) Partisipasi adalah keterlibatan 
mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong 
mereka untuk memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok dan berbagi 
tanggung jawab pencapaian tujuan itu.  
Menutut Santoso (1998:125)keberhasilan pembangunan dalam partisipasi 
masyarakat dapat di ukur dengan melihat bagaimana keterlibatan masyarakat 
didalam pelaksanaan pembangunan dan seberapa besar kontribusi yang diberikan 
oleh masyarakat terhadap pembangunan dalam pencapaian tujuan pembangunan. 
Menurut Verhangen, 1979 (Theresia dkk, 2014:197) Partisipasi 
merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan 
dengan pembagian: kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Tumbuhnya 
interaksi dan komunikasi tersebut, dilandasi oleh adanya kesadaran yang dimiliki 
oleh orang yang bersangkutan mengenai: 





b. Kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui kegiatan manusia atau 
masyarakatnya sendiri.  
c. Kemampuannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat 
dilakukan.  
d. Adanya kepercayaan diri, bahwa ia dapat memberikan sumbangan yang 
bermanfaat bagi kegiatan yang bersangkutan. 
Menurut Pasaribu dan Simanjuntak, (1986:345) Partsipasi masyarakat, 
berarti masyarakat ikut serta yaitu mengikuti dan menyertai pemerintah karena 
kenyataannya pemerintahlah yang sampai saat ini merupakan perancang, 
penyelenggara, dan pembayar utama dalam pembangunan. Masyarakat 
diharapakan dapat ikut serta, karena anggapan bahwa hasil pembangunan yang 
dirancang, diselenggarakan dan dibiayai utama oleh pemerintah itu 
dimaksudkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat sendiri, untuk 
rakyat banyak. 
Menurut Dusseldorp, 1981 (Theresia dkk, 2014:200) mengidentifikasi 
beragam bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga 
masyarakat dapat berupa:  
a. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat.  
b. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok.  
c. Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakan 
partisipasi masyarakat yang lain.  





Menurut Cohen dan Uphoff (Dwiningrum 2011:51) membedakan 
partisipasi menjadi empat jenis antara lain: 
a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi masyarakat dalam 
pengambilan keputusan ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif 
dengan masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang berbagai gagasan 
yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi dalam hal 
pengambilan keputusan ini sangat penting, karena masyarakat menuntut 
untuk ikut mentukan arah dan orientasi pembangunan.  
b. Partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan 
program merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati 
sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan 
maupun tujuan. Partisipasi masyarakat dalam partisipasi pelaksanaan suatu 
program merupakan satu unsur penentu keberhasilan program itu sendiri. 
Adapun 4 indikator dari partisipasi dalam pelaksanaan anatar lain: 
keaktifan masyarakat dalam pelaksanaan partisipasi, kesedian memberikan 
sumbangan pikiran dan keahlian, kesedian memberikan sumbangan uang 
dan materi, dan tanggung jawab terhadap keberhasilan partisipasi.  
c. Partisipasi dalam pengambilan manfaat, partisipasi ini tidak lepas dari 
kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa 
dicapai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program akan ditandai 
dengan adanya peningkatan output, sedangkan dari segi kualitas dapat 
dilihat seberapa besar presentase keberhasilan program yang dilaksanakan, 





d. Partisipasi dalam evaluasi, partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini 
berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. 
Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program 
telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan. 
Menurut Theresia dkk, (2014:206-207) tumbuh dan berkembangnya 
partisipasi dalam proses pembangunan, mensyaratkan adanya kepercayaan dan 
kesempatan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakatnya untuk 
terlibat secara aktif didalam proses pembangunan. Artinya, tumbuh 
berkembang nya partisipasi memberikan indikasi adanya pengakuan dari 
pemerintah bahwa masyarakat bukanlah sekedar objek atau penikmat hasil 
pembangunan melainkan subyek atau pelaku pembangunan yang memiliki 
kemampuan dan kemauan yang dapat diandalkan sejak perencanaan, 
pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasilhasil pembangunan. 
Dari beberapa definisi partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh 
beberapa ahli, maka penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 
partisipasi masyarakat adalah sesuatu yang melibatkan masyarakat bukan 
hanya kepada proses pelaksanaan kegiatan nya saja, tetapi juga melibatkan 
masyarakat dalam hal perencanaan dan pengembangan dari pelaksanaan 
program tersebut, termasuk menikmati hasil dari pelaksanaan program 
tersebut. 
2. Bentuk-Bentuk Partisipasi 
Partisipasi secara sederhana bisa diartikan sebagai keikutsertaan 





tersebut dapat diartikan bahwa seseorang, kelompok atau masyarakat dapat 
memberikan sumbangan yang akhirnya dapat membantu keberhasilan dari 
sebuah proyek atau program pembangunan. Menurut Huraerah (2008:102) 
bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dapat dilihat sebagai berikut:  
1. Partisipasi buah pikiran adalah partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat 
atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun 
untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkan 
dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan 
kegiatan yang diikutinya yang diberikan partisipan dalam pertemuan atau 
rapat. 
2. Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga 
untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu 
perbaikan atau pembangunan di daerah. 
3. Partisipasi harta benda adalah partisipasi yang diberikan orang dalam 
berbgai kegiatan atau pembangunan di daerah, pertolongan bagi orang lain 
yang biasanya berupa uang, makanan dan sebagainya. 
4. Partisipasi keterampilan dan kemahiran adalah memberikan dorongan 
melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain 
yang membutuhkannya, dengan maksud orang tersebut dapat melakukan 
kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya. 






Menurut Effendi (Dwiningrum 2011:58) bentuk partisipasi terbagi atas 
partisipasi vertikal dan horizontal. Disebut vertikal karena terjadi dalam bentuk 
kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program 
pihak lain, dalam hubungan dimana msyarakat berada sebagai status bawahan, 
pengikut atau klien. Adapun dalam partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai 
upaya atau inisiatif dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat 
berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya. Partisipasi semacam ini 
merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang 
secara mandiri. 
B. Tinjauan Tentang Pajak 
1. Pengertian Pajak 
Pengertian atau definisi pajak dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 28 
tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah 
kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang 
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan 
imbalan secara langsungdan digunakan untuk keperluan negara bagi 
kemakmuran rakyat. 
Banyak para ahli dalam bidang perpajakan yang turut memberikan 
gagasan terkait dengan definisi pajak. Gagasan yang dikemukakan tentunya 
berbeda antara satu dengan yang lainnya, namun pada dasarnya berbagai 
macam definisi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut mempunyai inti atau 
tujuan yang sama. Berikut ini beberapa definisi pajak yang dikemukakan oleh 





Menurut Soemitro, SH (Mardiasmo, 2011:1) Pajak adalah iuran rakyat 
kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan 
tiada mendapat jasa timbal balik (tegen prestatie) yang langsung dapat 
ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Pajak 
sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas 
negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan 
kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang 
ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal 
balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum. 
Menurut Andriani (Waluyo, 2002:3) Pajak adalah iuran kepada Negara 
(yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya 
menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang 
langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang 
menyelenggarakan pemerintahan. 
Sementara itu menurut Brotodihardjo (Tjahjono 2000:3) Pajak adalah 
peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai 
pengeluaran rutin dan “surplusnya” digunakan untuk “public saving” yang 
merupakan sumber utama untuk membiayai “public investment”. 
Pemungutan pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada 
negara yang hasilnya juga akan dikembalikan kepada masyarakat. Landasan 
yuridis untuk menjelaskan hal tersebut mengacu pada Pasal 23 ayat (2) UUD 





Undang-Undang”. Sebaliknya bila ada pungutan yang namanya pajak namun 
tidak berdasarkan Undang-Undang, maka pungutan tersebut bukanlah pajak 
tetapi lebih tepat disebut perampokan. 
Berdasarkan definisi pajak dari beberapa ahli, maka penulis dapat 
menarik kesimpulan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib 
masyarakat kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 
bersifat memaksa berdasrkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal 
balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. 
2. Fungsi Pajak 
a. Fungsi penerimaan (Budgetair) 
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi 
pembiyaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh 
yaitu dimasukkanya pajak ke dalam APBN sebagai penerimaan dalam 
negeri. 
b. Fungsi Mengatur (Regulerend) 
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 
kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu 
dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat 








3. Unsur Pajak 
Dari pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri 
atau unsurunsur yang melekat pada pengertian pajak adalah (Waluyo, 
2002:10): 
a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan 
pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan. 
b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 
kontraprestasi individual oleh pemerintah. 
c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah 
daerah. 
d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang 
bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk 
membiayai public investment. 
e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur. 
4. Jenis Pajak 
 Menurut Waluyo (2011:12) pajak dapat dikelompokkan ke dalam 
tiga jenis, antara lain: 
a. Menurut Golongannya 
1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib 
pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang 





2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak 
Pertambahan Nilai. 
b. Menurut Sifatnya 
1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 
subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 
Contoh: Pajak Penghasilan Orang Pribadi. 
2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang hanya memperhatikan objek tanpa 
memperhatikan wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan nilai (PPN) 
dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPBM). 
c. Menurut Lembaga Pemungutnya 
1) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak 
Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan (sektor perkebunan, perhutanan, 
dan pertambangan), dan Bea Materai. 
2) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri 
atas:  
a) Pajak propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan 





b) Pajak kabupaten/kota, contoh: Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan 
dan Perkotaan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak 
Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan. 
5. Tinjauan Tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tidak secara tegas 
memberikan pengertian atau definisi tentang apa yang dimaksud dengan 
PBB. Walaupun demikian apabila seluruh ketentuan yang diatur dalam 
Undang-Undang dimaksud diperhatikan maka dapat diambil kesimpulan apa 
yang dimaksud dengan PBB. Berdasarkan apa yang menjadi objek pajak dan 
siapa yang ditetapkan menjadi subjek dan wajib pajak, maka Pajak Bumi dan 
Bangunan dapat diartikan sebagai pajak yang dipungut atas 
kepemilikan/penguasaan dan atau pemanfaatan bumi dan bangunan di 
Indonesia. (Siahaan, 2009:77) 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang 
dikenakan terhadap bumi dan / atau bangunan berdasarkan Undang-Undang 
nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994. Pajak Bumi dan 
Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak 
terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi / tanah dan / atau 
bangunan, keadaan subyek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan 





presentase pembagian hasil penerimaannya sebagian besar dialokasikan ke 
daerah. (Siahaan, 2009:77) 
Dapat ditegaskan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan menjadi sumber 
penerimaan pajak yang cukup besar jumlahnya serta sangat menunjang proses 
pembangunan nasional yang dirancang pemerintah, karena diketahui sebagian 
besar penduduk Indonesia dan masyarakat suatu daerah khususnya 
merupakan subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga 
memungkinkan sekali penerimaan sektor pajak ini terus ditingkatkan dalam 
menggalang sumber dana pembiayaan pembangunan. 
Ada pun pengertian Pajak Bumi dan Bangunan menurut para ahli 
diantaranya : Menurut (Puspita Dkk, 2010:2) Pajak Bumi dan Bangunan 
adalah pajak yang bersifat kebendaan atau pajak yang bersifat objektif dalam 
arti besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu 
bumi/tanah dan bangunan. 
Menurut (Siahaan, 2009:77) Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak 
yang ditujukan secara luas yang dikenakan baik atas kepemilikan maupun 
pemanfaatan bumi dan bangunan. Karena itu setiap pemilikan atau 
pemanfaatan atas bumi dan bangunan di Indonesia akan dikenakan pajak. 
Menurut Suandy (2005 : 61) Pajak bumi dan bangunan adalah pajak 
yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan 
objek yaitu bumi/tanah dan/bangunan. Keadaan subjek (siapa yang 





Menurut Waluyo (2011:218) Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak 
yang yang dikenakan kepada orang atau badan yang secara nyata mempunyai 
suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau 
memiliki menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. 
Berdasarkan pengertian pajak bumi dan bangunan diatas maka penulis 
menyimpulkan bahwa pajak bumi dan bangunan adalah pajak atas bumi dan 
bangunan yang dimiliki atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. 
Dengan pengertian bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan 
perairan wilayah kabupaten atau kota, serta bangunan merupakan konstruksi 
teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan 
wilayah kabupaten atau kota. 
2. Objek Pajak Bumi dan Bangunan 
Objek Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana yang tercantum dalam 
Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
Pasal 2 ayat (1) adalah bumi dan atau bangunan. Bumi meliputi permukaan 
dan tubuh bumi yang berada dibawahnya. Pengertian perairan mencakup laut 
wilayah Indonesia. Selanjutnya, disebut bumi termasuk yang berada dibawah 
tubuh bumi dan air. Bangunan adalah objek PBB berupa konstruksi teknis 
yang digunakan untuk tempat tinggal atau tempat usaha dan melekat pada 
tanah (dan/ atau perairan). 
Menurut UU No.28 Tahun 2009 Objek Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, 





kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan 
pertambangan. Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah: 
a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti 
hotel, dan pabrik, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks 
Bangunan tersebut; 
b. Jalan tol; 
c. Kolam renang; 
d. Pagar mewah; 
e. Tempat olahraga; 
f. Galangan kapal, dermaga; 
g. Taman mewah; 
h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan 
i. Menara. 
Selain itu ada juga objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan 
Bangunan menurut pasal 3 UU No.12 1985 sebagaimana telah diubah dengan 
UU No.12 tahun 1994 dan kemudian dirubah lagi menjadi UU No.28 tahun 
2009 yaitu sebagai berikut: 
a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak 
mencari keuntungan, antara lain : 
1) Dibidang ibadah 
2) Dibidang kesehatan 
3) Dibidang pendidikan 





5) Dibidang kebudayaan nasional 
b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis 
dengan itu. 
c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman 
nasional, tanah pengembalan yang disukai oleh desa, dan tanah negara 
yang belum dibebani suatu hak. 
d. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas 
perlakuan timbal balik. 
e. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang 
ditentukan oleh menteri keuangan. 
3. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan 
Menurut Soemitro (2001:21) subjek pajak pada Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB) belum tentu merupakan salah satu dari wajib pajak PBB. 
Subjek pajak merupakan wajib pajak ketika sudah memenuhi syarat objektif, 
yaitu memiliki objek PBB yang kena pajak. Memiliki tersebut berarti 
memiliki hak atas objek PBB kena pajak, dapat menguasai dan memperoleh 
manfaat. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak objektif oleh karena itu, 
tidak ada pengecualian subjek. Selanjutnya, pengecualian objek diatur dalam 
Pasal 3 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan. 
Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang 
secara nyata mempunyai hak atas bumi dan bangunan sesuai dengan 





Bumi dan Bangunan maka yang dimaksud dengan subjek pajaknya adalah 
orang atau badan yang : 
a. Mempunyai hak atas bumi. 
b. Memperoleh manfaat atas bumi. 
c. Memiliki dan menguasai bangunan. 
d. Memperoleh manfaat atas bangunan. 
Dengan demikian dapat ditegaskan, subjek Pajak Bumi dan Bangunan 
adalah pemilik bumi dan bangunan dalam pengertian UU No. 28 tahun 2009 
dan objeknya adalah bangunan atau benda yang tidak bergerak. 
6. Pandangan Islam Tentang Partisipasi 
Partisipasi sudah dijelaskan dalam Surat An-Nisaa ayat 59 yang artinya: 
 “Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (Nya), 
dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat 
tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul 
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 
kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya.”(An-Nisaa : 59) 
Dalam konteks penelitian ini, seperti yang artikan dalam surah diatas 
bahwa manusia diperintah untuk menaati Allah SWT dan Rasulullah SAW, 
yakni tunduk dan patuh pada segala ketentuan dalam al-Quran dan as-
Sunnah.Ketetapan ini meniscayakan, semua hukum dan undang-undang yang 





diperintahkan taat kepada Allah Swt dan Rasul-Nya, kaum muslim juga 
diperintahkan taat kepada uli al-amri. Sehingga sudah seharusnya masyarakat 
untuk turut berpartisipasi terhadap program-program yang telah ditetapkan 
oleh pemerintah.Kemudian dalam hal ini, Program Kemitraan dan Bina 
Lingkungan merupakan program pemberdayaan dan peningkatan/perbaikan 
kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Di dalam alquran surah Ar-Ra’d ayat 
11, juga ditegaskan bahwa Allah SWT tidak akan merubah keadaan suatu 
kaum sebelum mereka merubah keadaan diri mereka sendiri.  
Artinya :“Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya 
bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah 
Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum 
sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah 
menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat 
menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia” 
7. Defenisi Konsep 
1. Partisipasi adalah keterlibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu 
kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta 
fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya 
(berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung 
pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan.  
2. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang 
(dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (tegen 





membiayai pengeluaran umum. Pajak sebagai suatu kewajiban 
menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu 
keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, 
tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan 
pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari 
negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.  
3. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam 
arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi / 
tanah dan / atau bangunan, keadaan subyek (siapa yang membayar) tidak 
ikut menentukan besarnya pajak. 
8. Konsep Operasional 
Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian maka dibuatlah konsep 
operasional yang akan mengacu pada pendapat teoritis dan pakar, akan tetapi 
lebih dikonkritkan dalam bentuk penelitian. Yang menjadi indikator dalam 
penelitian ini yaitu: 









c. Tujuan dan Prioritas 
2. Kontibusi 
Masyarakat 
a. Buah Pikiran 
b. Tenaga  
c. Keterampilan 
d. Harta benda  
e. Uang  

































Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam 
Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan di Desa 
Rimba Panjang Kecamatan Tambang  
Rumusan Masalah 2: 
Apa saja Faktor-faktor 
yang mempengaruhi 
partisipasi masyarakat 
dalam membayar pajak 
bumi dan bangunan di 




Rumusan Masalah 1: 
Bagaimanakah Partisipasi 
masyarakat dalam 
pembayaran pajak bumi 






1. Keterlibatan masyarakat 
2. Kontribusi masyarakat 
 
Agar pelayanan pengujian kendaraan 
bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten 
Kampar dapat berjalan secara maksimal dan 










A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kampar yaitu di Dinas Pendapatan 
Daerah Kabupaten Kampar. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Deskriptif 
Kualitatif.  
Deskriptif Kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan dan meringkas 
berbagai kondisi, situasi dari bebagai data yang dikumpulkan berupa hasil 
wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di 
lapangan. I Made Wirartha (2006:155) 
Untuk memperoleh data dan informasi yang baik, keterangan-keterangan 
dan data yang diperlukan, maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Data primer yaitu data yang diperoleh dengan hasil pengamatan peneliti 
yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi atau 
diperoleh melalu kegiatan langsung kelokasi penelitian untuk 
mendapatkan data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang 
diteliti, yaitu dari informan yang menjadi objek penelitian. 
2. Data sekunder yaitu data yang penulis peroleh dari hasil penelitian 






Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar dan sebagainya untuk menunjang 
kelengkapan data – data dalam penelitian ini. 
 
a. Subjek Penelitian 
Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk 
memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Sebagaimana 
dijelaskan oleh Arikunto (2013 : 145) Subjek penelitian adalah subjek yang dituju 
untuk diikuti oleh peneliti. Jadi, subjek penelitian itu merupakan sumber informasi 
yang digali untuk mengungkap fakta-fakta dilapangan. Berdasarkan penjelasan 
tersebut, maka subjek penelitian digunakan untuk memperoleh informasi yang 
dibutuhkan secara jelas dan mendalam. 
Selanjutnya penentuan subjek penelitian atau responden yang dianggap 
sebagai key informant dilakukan dengan dua cara yaitu Purposive Sampling dan 
Incidental Samplig. Alasan penulis menggunakan dua teknik tersebut karena 
sumber informant dalam penelitian ini terbagi dua pihak yaitu Petugas Dinas 
Perhubungan dan masyarakat yang melaksanakan pengujian berkala kendaraan 
bermotor. 
Untuk penentuan informant dari pihak petugas dilakukan dengan teknik 
purposive sampling. Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2016:85) bahwa, 
Teknik Purposive Sampling, yaitu teknik penentuan sampel sumber data dengan 
pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut 
dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Sehingga akan memudahkan 









No. Jabatan Jumlah 
1 Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar 1 
2 Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar 1 
3 Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan 1 
4 Masyarakat  - 
Sumber: Data diolah oleh penulis 2018 
Untuk masyarakat pengambilan sampel digunakan teknik Incidental 
Sampling. Menurut Sugiyono (2016) Incidental Sampling adalah Teknik 
penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara 
kebetulan/incidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, 
bila di pandang orang yang kebetulan di temui itu cocok dengan sumber data. 
b. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk mendapatkan data, fakta dan informasi penulis menggunakan 
metode sebagai berikut: 
a. Observasi 
Observasi, yaitu pengumpulan data oleh peneliti dengan cara 
melakukan pengamatan atau terjun kelapangan secara langsung kelokasi 
penelitian 
      b. Wawancara 
Wawancara dan interview, yaitu pengumpulan data oleh peneliti 
dengan cara menyakan langsung kepada piha terkait untuk mendapatkan 
informasi-informasi yang valid baik menggunakan alat perekam maupun 






       c. Dokumentasi 
Dokumentasi, yaitu catatan peristiwa yang sudah berlaku yang bisa 
dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari seseorang. Dokumen 
yang terbentuk tulisan misalnya catatan hariaan, sejarah kehidupan, 
biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya 
foto, sketsa, dan lainnya. Dokumen yang berbentu karya seni misalnya 






















GAMBARAN LOKASI PENELITIAN  
 
A. GAMBARAN UMUM WILAYAH KABUPATEN KAMPAR  
Letak Kabupaten Kampar sangat strategis, karena disamping diapit 
oleh dua Kabupaten atau Kota yaitu Pekanbaru dan Rokan Hulu. Kabupaten 
Kampar merupakan jalur lalu lintas barat  yang menghubungkan beberapa 
Kota di Sumatera dan juga berada dikawasan segitiga, pertumbuhan Ekonomi 
Indonesia-Malaysia-Singapura (IMS-GT) dan kaluasan segitiga pertumbuhan 
Ekonomi Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT) 
B. TINJAUAN HISTORIS  
Secara  historis Kabupaten  Kampar  berdiri  pada tahun  1949  
melalui surat keputusan Gubenur Militer Sumatera Tengah Nomor: 
10/6M/STE/49 tanggal 9 November 1949. Ibu Kota Kabupaten Kampar pada 
awalnya adalah Pekanbaru dengan wilayah Pemerintahan Daerah-daerah 
bekas kewedanaan Pelalawan, Pasir Pangaraian, Bangkinang dan Pekanbaru 
luar kota. Kemudian berdasarkan Undang-undang No.12 Tahun 1956 Ibu 
kota Kabupaten Kampar dipindahkan Ke Bangkinang dan baru terlaksana 
Tanggal 6 Juni 1967. Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Kampar Ke 
Bangkinang tersebut dilatar belakangi antara lain oleh beberapa faktor 








1. Pekanbaru sudah menjadi Ibu Kota Provinsi Riau. 
2. Pekanbaru selain menjadi Ibu Kota Provinsi juga sudah menjadi 
Madya 
3. Mengingat   luasnya   Daerah   Kabupaten   Kampar   sudah   
sewajarnya dipindahkan ke Bangkinang guna mengingat 
Efensiensi pengurusan Pemerintah dan meningkatkan pelayanan 
kepada masyarakat. 
4. Prospek  masa  depan  Kabupaten  Kampar  tidak  mungkin  lagi  
dibina dengan baik dari pekanbaru. 
5. Bangkinang terletak ditengah-tengah daerah Kabupaten 
Kampar, yang dapat   dengan   mudah   untuk   melaksanakan   
pembinaan   keseluruhan wilayah Kecamatan dan sebaliknya. 
Kemudian sejalan dengan diberlakukannya Reformasi Politik 
yang dilandasi oleh semangat Demokrasi dan pelaksanaan 
Otonomi Daerah, kabupaten Kampar berdasarkan Undang-undang 
Nomor 53 Tahun 1999 dimekarkan menjadi tiga wilayah 
Pemerintahan yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, 
dan Kabupaten Pelalawan. Kecamatan Bangkinang terdiri dari 
9 (sembilan) kecamatan dengan luas 3650 km
2  
yaitu Salo, 
Seberang, Batu Bela, Kumantan, Cit jitiro, Letnan Boyak, 







C. KONDISI GEOGRAFIS  
1. Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten begkalis dan Rokan Hulu. 
2. Sebelah  selatan  berbatasan  dengan  Kabupaten  Kuantan  Singingi  
dan Kabupaten Indragiri Hulu. 
3. Sebelah barat dengan Provinsi Sumatera Barat 
4. Sebelah timur dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Pelalawan. 
Kondisi wilayah Kabupaten Kampar terdiri dari wilayah 
perbukitan dan beberapa sungai. Sebagian besar Kabupaten Kampar 
merupakan daerah perbukitan yang berada di sepanjang Bukit Barisan 
yang berbatasan dengan Provinsi   Sumatera   Barat   dengan   ketinggian   
antara   0-500   meter   dari permukaan laut. Di samping itu sebagian 
besar wilayah ini dialiri oleh sungai- sungai  besar   yaitu  sungai   
Kampar  dan  sungai   Siak.  Sungai   Kampar panjangnya lebih kurang 
413.5 Km dengan kedalaman rata-rata 7.7 meter dengan lebar rata-rata 
143 meter.  
Seluruh bagian sungai ini termasuk dalam Kabupaten   Kampar   
yang   meliputi   Kecamatan   XIII   Koto   Kampar, Bangkinang, 
Bangkinang Barat, Kampar, Siak Hulu dan Kampar Kiri. Kedalaman rata-
rata 8-12 meter yang melintasi kecamatan tapung. Sungai- sungai besar 
yang terdapat di kabupaten kampar ini berfungsi antara lain sebagai 
sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang). Prasarana perhubungan, dan 
sumber air bersih budi daya ikan. Kabupaten Kampar pada umumnya 







D. SEJARAH DINAS PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN 
KAMPAR  
Dengan  terpilihnya  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Kampar  periode  
2011- 2016, maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar sebagai 
salah satu unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar perlu 
menyelaraskan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya guna mendukung 
visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih. 
Visi, misi dan proram Kepala Daerah terpilih selanjutnya dituangkan 
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten 
Kampar Tahun 2012-2016 yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah. 
Penyusunannya sendiri berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025 dan memperhatikan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). 
Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 
Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang–undang Nomor 25 Tahun 1999 
tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 
Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah, telah membawa perubahan yang mendasar 
mengenai pengaturan hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 





dan pengelolaan keuangan, kondisi seperti ini biasa dikenal disebut era 
otonomi daerah Dalam era ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih 
besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.  
Tujuannnya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan 
pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau 
dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daearah (APBD), selain untuk menciptakan 
persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi 
Dengan Disahkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar 
maka Dinas Pendapatan Daerah berubah nama menjadi Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKA) Kabupaten Kampar, 
Seiring dengan perubahan nama, maka dengan berpedoman Peraturan 
Bupati Kampar Nomor 55. 
Tahun 2012 Tentang Tugas dan Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas 
di Kabupaten Kampar yang merubah dan juga menambah beberapa Tugas 
Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset 
(DPPKA),  yang bermuara  pada  harus direvisinya  Rencana  Startegis  
yang sudah disusun sebelumnya. Dalam Revisi RENSTRA ini juga akan 
memuat perubahan Visi Misi,Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang 





Sejalan dengan Perubahan kewenangan dan Penambahan Tugas Pokok 
dan  Fungsi  serta  Visi  Misi,  Target  dan  sasaran  SKPD  maka  
Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber 
keuangan khususnya ekstensifikasi sumber keuangan untuk memenuhi 
kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya dan 
ditambah dengan meningkatnya profesional pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah.  
Tuntutan peningkatan PAD, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
yang Optimal, Profesional dan Akuntable semakin besar seiring dengan 
semakin banyaknya kewenangan pemerintahan  yang  dilimpahkan  
kepada daerah sehingga DPPKA harus lebh berbenah dari dalam 
melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban pada masa-masa yang 
akan datang Dengan  memiliki  acuan  kerja  yang  jelas  dan  terukur,  
brpedoman kepada  dokumen  perencanaan  daerah  dan  dokumen  
perencanaan  yang disusun DPPKA yakni Revisi RENSTRA Tahun 2012-
2016, disusun berdasarkan  skala  prioritas  yang  tujuannya  untuk  
menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan 
kemasyarakatan yang diwujudkan melalui 5 (Lima) Pilar Pembangunan 
yang bermuara kepada zero kemiskinan, zero pengangguran dan rumah-
rumah kumuh. 
a. Visi  
Visi adalah gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-





organisasi  harus  dibawa  dan  diarahkan  agar  dapat  berkarya secara 
konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif 
Mengacu pada konsepsi visi diatas dan mengacu kepada Visi 
pembangunan Kabupaten Kampar, maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar sebagai unsur pelaksanan 
pemerintah daerah perlu menetapkan visi yang selaras dengan keadaan 
lingkungan serta perubahan-perubahan yang ada, dan selaras dengan visi 
induk   organisasinya,   yaitu:  “Terwujudnya   Peningkatan   Penerimaan 
Daerah yang optimal dan proporsional serta pengelolaan keuangan dan 
aset daerah yang profesional Tahun 2016. 
b. Misi 
Terwujudnya visi yang telah ditetapkan tersebut merupakan 
tantangan bagi seluruh komponen di lingkungan Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar. Sebagai penjabaran 
dalam  rangka  mewujudkan  visi  yang  telah  ditetapkan,  melaksanakan 
tugas  pokok  dan  fungsi,  serta  kewenangan  yang  diamanatkan,  maka 
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar 
merumuskan konsepsi tugas yang harus diemban, yaitu berupa 
rumusan/pernyataan misi. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan 
seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat 
mengetahui dan memahami keberadaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan 





pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, yaitu melalui tiga misi 
Sebagai berikut 
 Misi Pertama: meningkatkan kualitas kelembagaan melalui tata 
kerja dan SDM aparatur yang berkualitas 
 Misi Kedua: mengembangkan dan mengoptimalkan penerimaan 
pendapatan daerah 
























         SIMPULAN DAN SARAN 
 
A. KESIMPULAN  
Desa Rimba Panjang Kecamatan Tambang kabupaten Kampar, 
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan masih belum baik, faktor yang 
menghambat dalam membayar pajak adalah kurangnya Partisipasi masyarakat 
sebagai wajib pajak akan kewajibannya membayar pajak yang menyebabkan 
pembayaran pajak tidak berjalan dengan efektif. Adanya sebagian besar 
masyarakat sebagai wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya membayar 
Pajak Bumi dan Bangunan otomatis merupakan hambatan dalam pemungutan 
pajak. Adanya sebagian masyarakat yang tidak memenuhi kewajibannya dalam 
membayar Pajak Bumi dan Bangunan, bukanlah usaha nyata dari masyarakat, 
namun karena kondisi masyarakat yang kurang berpartisipasi untuk membayar 
pajak atau bahkan tidak tahu fungsi pembayaran pajak itu sendiri. 
Kontibusi Masyarakat pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk 
sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk 
menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua 
peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada 
Wajib Pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan  masyarakat  melalui  
pendidikan  perpajakan  baik  formal maupun non formal akan berdampak 







B. SARAN  
1. Meningkatkan    komuniksasi    antara pemerintah dan masyarakat berupa 
penyuluhan atau sosialisasi   kepada wajib pajak tentang pentingnya membayar 
Pajak Bumi dan Bangunan. 
2. Meningkatkan kualitas pelayanan yang baik oleh Petugas Pajak Bumi dan 
Bangunan kepada wajib pajak. 
3. Meningkatkan kesadaran dari wajib pajak agar dapat membayar Pajak Bumi dan 
Bangunan tepat pada waktunya 
4. Meningkatkan      pemahaman      atau pengetahuan masyarakatan wajib pajak 
dalam  membayar  Pajak  Bumi  dan Bangunan 
5. Tanggung  jawab    masyarakat  wajib pajak perlu ditingkatkan dan memiliki 
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